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BUPATI NGAhIJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGAN"IUK
NOIIIOR: 188/ A6 lKl411"Affilzfi1CI

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG OI-EH KEPALA DAERAI-I KEPADA SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH {SKPD} KABUPATEN NGANJUK UF{TUK
MENETAPKAN PE.'ABAT LAINNVA TAIIUhI ANGGARAI{ 2810.

BUPATI NGANJUK,

bahwa untuk rmelaksanrakan ketentuan Pasal 185 ayat {3)
Peraturan Menterl Dalarn Negeri Nomon tr3 Tahun 2CI06 tentang
Fedoman Pengeilolaan Keuangan Daerarh sebagatrnana terah
diuhah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No,rnor 5g rahun
zfrOV, maka perlu rnendelegasikan weyuenang fl<epada Satr.aan
Kerja Pea-angkat Daerah {SKPD} Kabeupaten f{ganjuk untuk
menetapkan pejabat lainnya Ta'hun Anggaran 2010 dengan
Keputusan Eupati.

Uradang-Undang hlomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
hNegara;

undang-undang h{onror 1 Tal'run 2004 tentang perbendaharaan
Negara;

Undang-Undang Nomor 'il5 Tahun 2AO4 tentang Femeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung,iawah Keuangan Negara ;

undang - undang Nomor 32 Tahun 2,aa4 tentang Fernerintahan
Daerah sebaga[mana telah diubal'l yanE l<edua kali terakhir
denEarr Undang-Undang Nomor 12 Tahrr:n 200E ;

l."lndang-undang Nomor 33 Tahun 2ao4 tentang Penimbangan
Keuangan antara Pernenintah Pusat dan Pemerintafl'ran Daerahr

Ferah:ran Pemerintah hlomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman
Fermbinaan dan Pengaurasan Fenyelereggaraan pemerintahan
ffiaerah; - 

\
Peraturan ililenterii Dalam Negeri N mor 'f 3 Tahun 2006 tentang
Pedonaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana di,ubalr
denEan Feraturan Menteri Dalam Negeri ltJolnor 5g Tahun ZASE :

Peraturan illenteri Dalam Negeri rf{ornor 5F Tahrun 2008 tentang
Tata Cara Fenatausahaan dan Penyusunan Laporan
Pertangg un gjawaban Bendahara serta penyampainnya ;
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o Peraturan Daerah Kabupaten Nganiuk
tentang PenrgeloNaan Keuangafi Daerah.

Nsnor 15

/

i

Tahun 200S
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NilEBfiUTUSKAN:

Mendelegasikan wewenang oleh Kepala Daerah kepada Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Nganjuk untuk
menetapkan pejabat lainnya Tahun Anggaran z01A.

Pejahat ilainnya sehagai,nra,rna dimalcsud Dffieilurrr Pertarnra rarencakup :

a) PPK - SKPD, 'yanE diberf wewenang nrelaksanakarr fnlngsi tata
usaha keuangan pada $KPD ;

PPTK, yarlg"diberi wewdnang rnelaksanakan satu atau beberapa
keEiatan dari s,uatu program sesuaidelrgan bidang tugasnya ;

Peiabat yang diberi welAtenang menandatarrgani surat buftti
pernungutan pendapatan daerah ;

Pelahat yang diberi wewenang menandatanEani bukti penerimaanr

kas dan buktipenerimaan ilainnya yang sah ; dan

Femlbantu bendahara penerimaan dan/atau pembantu bendahara
pengeluaran.

; Kep,utusan ini rnulai berlaku padatanggalditetapkan.
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